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Abstract 
This study addresses the gap in understanding the synergy between administrative law and public administration 
in the context of modern governance. While the roles of each field have been widely discussed, their interaction 
requires further exploration. Through this study, we aim to bridge that gap by examining how administrative law, 
which regulates administrative actions and policies to ensure legality and justice, can interact with public 
administration, which focuses on the efficient and equitable implementation of public policies. Using a theoretical 
approach and case analysis, this research demonstrates that aligning administrative law with public administration 
not only enhances efficiency and effectiveness but also strengthens public trust in governmental institutions. 
Conversely, discrepancies between these two fields may lead to inefficiency, corruption, and injustice. Based on 
these findings, this study underscores the importance of administrative law reforms that emphasize accountability 
and transparency, as well as the need for continuous education for public officials to maintain this alignment, 
ultimately contributing to the improvement of governance in a broader context. 
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1. Pendahuluan 

Di era modern ini, sistem pemerintahan 
yang efektif dan adil sangat bergantung pada 
keterkaitan antara hukum administrasi dan 
administrasi publik. Keduanya memastikan 
kebijakan pemerintah sesuai dengan prinsip 
hukum dan dilaksanakan secara efisien. 
Tanpa hubungan yang kuat ini, upaya 
pemerintah dalam menjaga kepatuhan hukum 
dan memberikan pelayanan yang adil akan 
terganggu (Batyrbaev et al., 2021). Hubungan 
ini menekankan pentingnya proses 
administratif yang sesuai dengan kerangka 
hukum, sehingga akuntabilitas dan efektivitas 
dalam administrasi publik terjamin (Nenko & 
Law, 2019). 

Pemahaman mendalam mengenai 
hubungan ini semakin penting. Hukum 
administrasi menyediakan kerangka hukum 
yang membimbing administrasi publik, 
memastikan tindakan yang sah dan 
akuntabilitas (Kristjánsdóttir, 2021). 
Misalnya, pengadilan administrasi berperan 
dalam mencegah penyalahgunaan wewenang 
oleh administrasi publik, memperkuat 

supremasi hukum ("Proses banding 
administratif sebagai proses hukum: makna 
dan peran," 2023). Pengawasan hukum ini 
penting untuk menjaga kepercayaan publik 
dan menghindari pemerintahan yang 
sewenang-wenang (Hohmann, 2018). 

Namun, penerapan kebijakan pemerintah 
sering menghadapi hambatan yang 
mengurangi efektivitas administrasi publik. 
Prosedur hukum yang kompleks dapat 
menimbulkan beban administratif, sehingga 
pelayanan publik menjadi kurang efisien 
(Sievert et al., 2020). Oleh karena itu, 
diperlukan praktik administrasi publik yang 
lebih efisien, yang tidak hanya mematuhi 
standar hukum tetapi juga meningkatkan 
kualitas layanan. Penggunaan teknologi 
dalam proses administratif dapat membantu 
meningkatkan kepatuhan dan efektivitas 
secara keseluruhan (Rainero & Modarelli, 
2021). 

Berbagai penelitian telah menekankan 
pentingnya hukum administrasi dalam 
membentuk kerangka kerja yang sah bagi 
administrasi publik. Soehino (2008) 
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menunjukkan bahwa hukum administrasi 
berfungsi sebagai alat kontrol untuk 
mencegah tindakan sewenang-wenang oleh 
pemerintah dan menjaga tanggung jawab 
pemerintah terhadap masyarakat. Selain itu, 
Furqani (2023) menggarisbawahi pentingnya 
kepastian hukum dalam menciptakan 
stabilitas dan konsistensi penegakan hukum, 
yang esensial dalam menjaga kepercayaan 
masyarakat terhadap sistem pemerintahan. 

Meskipun telah banyak dibahas, masih 
ada kesenjangan dalam memahami 
bagaimana hukum administrasi dan 
administrasi publik dapat berfungsi secara 
sinergis. Nurdin & Tegnan (2019) menyoroti 
prinsip non-diskriminasi dalam administrasi 
publik, namun belum mengkaji bagaimana 
prinsip ini dapat diintegrasikan secara efektif 
dengan hukum administrasi. Solechan (2021) 
juga menunjukkan bahwa meskipun hukum 
administrasi dapat mencegah korupsi dan 
mendorong persaingan sehat, masih terdapat 
kelemahan dalam implementasinya, yang 
mempengaruhi efisiensi administrasi publik. 

Penelitian ini berupaya mengisi 
kesenjangan tersebut dengan mengeksplorasi 
keterkaitan yang lebih mendalam antara 
hukum administrasi dan administrasi publik. 
Pendekatan yang digunakan menggabungkan 
analisis hukum dengan operasional 
administrasi publik, untuk menunjukkan 
bagaimana prinsip-prinsip hukum 
administrasi dapat diterapkan lebih optimal 
dalam tata kelola pemerintahan. Penelitian ini 
juga mengusulkan reformasi yang dapat 
mengurangi ketidaksesuaian dan 
meningkatkan kualitas tata kelola 
pemerintahan. 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat 
memberikan kontribusi signifikan bagi 
pengembangan literatur hukum administrasi 
dan administrasi publik, serta menawarkan 
wawasan praktis bagi pembuat kebijakan. 
Penelitian ini menyajikan tinjauan literatur, 
analisis data, dan rekomendasi untuk 
meningkatkan keselarasan kedua bidang, 

dengan penekanan pada pentingnya reformasi 
hukum administrasi dalam memperkuat 
akuntabilitas dan transparansi pemerintahan. 

 
2. Metode 

Metode penelitian ini menggunakan 
pendekatan campuran, yang menggabungkan 
analisis teoritis dan studi kasus. Analisis 
teoritis melibatkan tinjauan literatur yang 
komprehensif mengenai hukum administrasi 
dan administrasi publik untuk 
mengidentifikasi konsep dan kerangka kerja 
kunci. Studi kasus tentang praktik 
pemerintahan di Indonesia memberikan 
wawasan empiris mengenai penerapan dan 
tantangan nyata dalam menyelaraskan hukum 
administrasi dengan administrasi publik. Data 
dikumpulkan melalui tinjauan mendalam 
terhadap literatur yang relevan dan wawancara 
dengan para ahli di bidang hukum dan 
administrasi publik. Data kualitatif dianalisis 
untuk mengidentifikasi pola, tema, dan 
implikasi bagi kebijakan dan praktik. 
Pendekatan metodologis ini memungkinkan 
eksplorasi menyeluruh dari aspek teoritis dan 
praktis dari topik penelitian. 

 
3. Hasil dan Diskusi 

Hasil penelitian ini disajikan dalam dua 
bagian utama: analisis teoritis dan studi kasus. 
Analisis teoritis menyoroti bahwa hukum 
administrasi menyediakan kerangka kerja 
yang diperlukan untuk tindakan pemerintah, 
memastikan bahwa semua tindakan dilakukan 
secara legal dan adil. Prinsip-prinsip utama 
seperti legalitas, kepastian hukum, dan non-
diskriminasi membentuk dasar dari 
administrasi publik yang efektif. Administrasi 
publik, di sisi lain, berfokus pada 
implementasi kebijakan yang efektif dan 
efisien untuk melayani masyarakat. Kedua 
konsep ini saling melengkapi dan harus 
berfungsi secara harmonis untuk mencapai 
pemerintahan yang efektif. 

Studi kasus mengungkapkan bahwa 
penerapan hukum administrasi yang tepat 
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secara signifikan meningkatkan efisiensi dan 
efektivitas administrasi publik, yang pada 
gilirannya meningkatkan kepercayaan publik. 
Namun, ketidaksesuaian antara hukum 
administrasi dan praktik administrasi publik 
dapat mengakibatkan inefisiensi, korupsi, dan 
ketidakadilan. Temuan ini menegaskan 
pentingnya hubungan yang harmonis antara 
kerangka hukum dan praktik administratif. 
Tujuan Hukum Administrasi 

Hukum administrasi memiliki tujuan 
utama untuk mengatur tindakan administratif 
pemerintah agar sesuai dengan hukum dan 
prinsip keadilan serta melindungi hak-hak 
individu dari tindakan administratif yang 
sewenang-wenang. Dalam konteks ini, hukum 
administrasi berperan dalam menjaga 
keseimbangan antara kekuasaan pemerintah 
dan hak-hak individu, serta memastikan 
transparansi dan akuntabilitas dalam 
administrasi publik. Prinsip pembatasan 
kekuasaan, kontrol yudisial, dan 
penghormatan terhadap prinsip-prinsip 
keadilan dan Hak Asasi Manusia (HAM) 
merupakan elemen penting dalam menjaga 
perlindungan hukum dalam administrasi 
publik. Perlindungan hukum juga mencakup 
aspek preventif, seperti perlindungan terhadap 
hak cipta dan hak asasi manusia sebelum 
terjadinya pelanggaran. Selain itu, 
perlindungan hukum juga diperlukan dalam 
konteks perlindungan terhadap masyarakat 
desa, disabilitas, korban tindak pidana, anak, 
dan hak atas tanah. 

Penegakan hukum dalam hukum 
administrasi juga melibatkan aspek 
konsistensi dengan hierarki hukum yang telah 
ditetapkan, dengan mengutamakan kepatuhan 
pada konstitusi dan prinsip-prinsip hukum 
yang universal. Dalam konteks perlindungan 
hak cipta, penegakan hukum terhadap hak 
cipta harus ditingkatkan untuk memastikan 
perlindungan yang efektif. Pentingnya 
pengesahan peraturan hukum yang relevan, 
seperti Rancangan Undang-Undang 
Perlindungan Data Pribadi, juga merupakan 

bagian dari upaya untuk mewujudkan 
kepastian hukum dalam perlindungan data 
pribadi. Dengan demikian, perlindungan 
hukum dalam hukum administrasi tidak hanya 
mencakup aspek preventif, tetapi juga 
penegakan hukum yang konsisten dengan 
prinsip-prinsip hukum yang berlaku, hierarki 
hukum yang jelas, serta pengesahan peraturan 
hukum yang relevan untuk memastikan 
perlindungan yang komprehensif terhadap 
hak-hak individu dan kepentingan masyarakat 
dalam administrasi publik. 
Tujuan Administrasi Publik 

Administrasi publik memiliki tujuan 
utama untuk mencapai efektivitas, efisiensi, 
dan keadilan dalam penyelenggaraan layanan 
publik. Efektivitas merujuk pada kemampuan 
administrasi publik untuk mencapai tujuan 
yang telah ditetapkan, sedangkan efisiensi 
berkaitan dengan penggunaan sumber daya 
yang optimal untuk mencapai tujuan tersebut. 
Keadilan dalam administrasi publik mengacu 
pada memberikan layanan yang setara dan 
non-diskriminatif kepada semua anggota 
masyarakat. Administrasi publik yang efektif 
dan efisien dapat meningkatkan kepercayaan 
publik terhadap pemerintah dan memperkuat 
legitimasi pemerintah. Penyelenggaraan 
administrasi publik yang baik juga dapat 
diwujudkan melalui penerapan e-government, 
yang merupakan penggunaan teknologi 
informasi dan komunikasi untuk 
meningkatkan efisiensi, efektivitas, 
transparansi, dan akuntabilitas dalam 
penyelenggaraan pelayanan publik dan 
administrasi pemerintahan. 

Reformasi birokrasi juga menjadi kunci 
dalam mencapai penyelenggaraan negara dan 
pemerintahan yang efektif dan efisien, jujur, 
bersih, dan terbuka, dengan pengembangan 
teknologi informasi sebagai salah satu solusi 
untuk meningkatkan kualitas pelayanan 
publik. Dalam konteks pelayanan publik, 
efektivitas dan efisiensi dapat ditingkatkan 
melalui penggunaan sistem informasi yang 
dapat mengelola data dengan dinamis, cepat, 
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dan mudah diakses oleh masyarakat atau 
petugas registrasi. Penerapan teknologi 
informasi juga dapat mempercepat proses 
pengambilan keputusan, mengoptimalkan 
penggunaan sumber daya, dan meningkatkan 
koordinasi antar unit, sehingga birokrasi dapat 
memberikan pelayanan yang lebih baik 
kepada masyarakat. 
Interaksi antara Hukum Administrasi dan 
Administrasi Publik 

Hubungan antara hukum administrasi dan 
administrasi publik adalah kompleks dan 
saling bergantung. Hukum administrasi 
menetapkan kerangka kerja untuk memastikan 
bahwa administrasi publik beroperasi sesuai 
dengan prinsip-prinsip hukum dan keadilan. 
Sementara itu, administrasi publik 
memerlukan adaptabilitas terhadap perubahan 
sosial, ekonomi, dan politik. Penelitian yang 
menganalisis studi kasus menunjukkan bahwa 
penerapan hukum administrasi yang tepat 
dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas 
administrasi publik. Sebaliknya, 
ketidaksesuaian antara hukum administrasi 
dan praktik administrasi publik dapat 
mengakibatkan tantangan seperti inefisiensi, 
korupsi, dan ketidakadilan. Oleh karena itu, 
menyelaraskan hukum administrasi dengan 
realitas administrasi publik sangat penting 
untuk mendorong tata kelola pemerintahan 
yang baik, transparansi, dan akuntabilitas di 
sektor publik. 
Studi Kasus 

Studi kasus dalam penelitian ini 
melibatkan beberapa contoh konkret dari 
praktik pemerintahan di Indonesia. Misalnya, 
studi kasus tentang pengadaan barang dan jasa 
menunjukkan bahwa ketidakpatuhan terhadap 
aturan hukum administrasi dapat 
menyebabkan inefisiensi dan korupsi. 
Sebaliknya, penerapan hukum administrasi 
yang tepat dapat mendukung administrasi 
publik dalam mencapai tujuan pemerintahan 
yang lebih luas. Studi ini juga menunjukkan 
bahwa pelatihan dan pendidikan berkelanjutan 
bagi pejabat publik sangat penting untuk 

memastikan bahwa mereka memiliki 
pemahaman yang baik tentang hukum 
administrasi dan prinsip-prinsip administrasi 
publik. 

Temuan penelitian ini menunjukkan 
bahwa keselarasan antara hukum administrasi 
dan administrasi publik sangat penting untuk 
mencapai pemerintahan yang efektif, efisien, 
dan adil. Keselarasan ini memastikan bahwa 
administrasi publik beroperasi dalam 
kerangka yang transparan dan akuntabel. 
Berikut adalah beberapa poin diskusi 
mendalam mengenai hasil penelitian ini: 
Pentingnya Legalitas dan Kepastian 
Hukum 

Legalitas dan kepastian hukum 
merupakan prinsip dasar yang sangat penting 
dalam hukum administrasi. Prinsip ini 
memastikan bahwa semua tindakan 
administratif dilakukan sesuai dengan hukum 
yang berlaku, sehingga dapat mencegah 
tindakan sewenang-wenang oleh pemerintah 
(Savitri, 2024; Adyatma, 2021; Astuti & 
Daud, 2023). Legalitas juga memberikan 
kerangka kerja yang jelas bagi administrasi 
publik dalam melaksanakan tugas-tugasnya. 
Studi kasus menunjukkan bahwa ketika 
hukum administrasi diterapkan dengan tepat, 
administrasi publik dapat berjalan lebih efektif 
dan efisien (Nadilah, 2021; Baharun, 2024; 
Nurmila, 2021). Sebaliknya, ketidaksesuaian 
antara hukum administrasi dan praktik 
administrasi publik dapat menyebabkan 
masalah seperti inefisiensi, korupsi, dan 
ketidakadilan (Ilmiyah, 2023; Gultom & 
Reresi, 2020). Prinsip kepastian hukum dalam 
hukum administrasi memainkan peran krusial 
dalam menjaga konsistensi, keadilan, dan 
transparansi dalam tindakan administratif. 
Kepastian hukum memberikan pedoman yang 
jelas bagi penyelenggaraan pemerintahan dan 
mencegah penyalahgunaan wewenang (Aulia, 
2023; Tobing, 2023). Dengan adanya legalitas 
yang kuat, pemerintah dapat beroperasi dalam 
batas-batas yang ditetapkan oleh hukum, 
sehingga meminimalkan risiko ketidakpastian 
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dan konflik hukum. Selain itu, kepastian 
hukum juga memberikan keyakinan kepada 
masyarakat dan pelaku usaha untuk 
berinteraksi dengan pemerintah tanpa rasa 
takut akan ketidakpastian hukum (Ramadhan, 
2024; Aribowo, 2020). Dengan demikian, 
prinsip kepastian hukum dalam hukum 
administrasi tidak hanya menciptakan 
lingkungan yang kondusif untuk pelaksanaan 
administrasi publik yang efektif, tetapi juga 
memperkuat kepercayaan masyarakat 
terhadap pemerintah dan sistem hukum yang 
berlaku (Sodik, 2020; Gunawan & Sudantra, 
2021). 
Efektivitas dan Efisiensi dalam 
Administrasi Publik 

Administrasi publik yang efektif dan 
efisien adalah tujuan utama dalam 
penyelenggaraan layanan publik. Efektivitas 
mengacu pada kemampuan administrasi 
publik untuk mencapai tujuan yang telah 
ditetapkan, sedangkan efisiensi mengacu pada 
penggunaan sumber daya yang optimal untuk 
mencapai tujuan tersebut (Zamzami, 2020; 
Rizkiana, 2022). Penelitian ini menunjukkan 
bahwa ketika hukum administrasi diterapkan 
dengan tepat, administrasi publik dapat 
mencapai efektivitas dan efisiensi yang lebih 
tinggi (Sofyanoor, 2022; Herman & Noor, 
2017; Nisnoni, 2021). 
Peran Akuntabilitas dan Transparansi 

Akuntabilitas dan transparansi 
merupakan elemen penting dalam hukum 
administrasi yang mendukung administrasi 
publik yang baik. Akuntabilitas memastikan 
bahwa pemerintah bertanggung jawab atas 
tindakan-tindakannya, sementara transparansi 
memberikan akses kepada masyarakat untuk 
mengetahui dan memahami proses 
administratif (Kurniawati, 2023; Rajagukguk, 
2022; Bastian & Hadi, 2021). Penelitian 
menunjukkan bahwa peningkatan 
akuntabilitas dan transparansi dapat 
mengurangi korupsi dan meningkatkan 
kepercayaan publik terhadap pemerintah 
(Nurhidayati, 2023; Maya, 2022; Hamdani, 

2023). Studi oleh Rahman (2015) menyoroti 
pentingnya akuntabilitas dalam meningkatkan 
transparansi dan akuntabilitas organisasi 
pengelola zakat (OPZ). Galingging (2023) 
menemukan bahwa terdapat enam faktor yang 
mempengaruhi kepercayaan di antaranya 
partisipasi masyarakat, penegakan hukum, 
transparansi, responsif, kesetaraan, dan 
keadilan. Imawan et al. (2019) menjelaskan 
bahwa akuntabilitas adalah mekanisme yang 
digunakan oleh pejabat publik untuk 
memberikan informasi dan penjelasan atas 
tindakan dan perilaku yang dilakukan. 

Purnomosidi et al. (2018) menyatakan 
bahwa pengalaman ini dapat digeneralisasi di 
seluruh sektor publik secara internasional 
karena reformasi serupa telah dialami oleh 
berbagai sektor. Ikhwan et al. (2017) 
menemukan bahwa penekanan terhadap 
akuntabilitas pengelolaan dana pembangunan 
dapat menurunkan tingkat korupsi yang 
dilakukan oleh pemerintah kecamatan yang 
mengelola dana tersebut. Tyasotyaningarum 
(2019) menekankan bahwa partisipasi publik 
dalam administrasi publik merupakan sarana 
untuk kerjasama dengan masyarakat dalam 
meningkatkan nilai demokrasi seperti 
transparansi dan akuntabilitas. 

Hamzah and Asy’Ari (2023) 
menunjukkan bahwa praktik akuntabilitas 
yang dilakukan telah sesuai dengan penelitian 
yang dilakukan, di mana pemerintah 
menyediakan rincian informasi kegiatan untuk 
meningkatkan kepercayaan pemerintah 
kabupaten/kota dan masyarakat terhadap 
pemerintah desa. Andhika (2018) membahas 
tentang meningkatkan kepercayaan publik 
terhadap pemerintah melalui redesain proses 
kebijakan. Wulandari (2021) menemukan 
bahwa penerapan metode akuntansi keuangan 
daerah dan transparansi publik berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap akuntabilitas 
keuangan. Hariyanto (2022) menjelaskan 
bahwa akuntabilitas adalah ketika pemerintah 
desa harus memberikan pertanggungjawaban 
atas kinerja dan tindakan pimpinan. 
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Abidin (2022) menekankan bahwa 
akuntabilitas adalah norma fundamental 
dalam administrasi publik, terkait dengan 
janji-janji demokratis, perilaku yang sesuai, 
keadilan, dan kinerja yang lebih baik. 
Muliarini et al. (2021) menyoroti pentingnya 
peningkatan akuntabilitas dan transparansi 
dalam pelayanan kesehatan masyarakat. 
Dengan demikian, akuntabilitas dan 
transparansi memainkan peran kunci dalam 
membangun kepercayaan publik terhadap 
pemerintah dan meningkatkan kualitas 
administrasi publik secara keseluruhan. 
Studi Kasus: Pengadaan Barang dan Jasa 

Studi kasus mengenai pengadaan barang 
dan jasa menunjukkan bahwa penerapan 
hukum administrasi yang tepat dapat 
mencegah korupsi dan inefisiensi. Ketika 
prosedur pengadaan dilakukan sesuai dengan 
ketentuan hukum administrasi, proses tersebut 
menjadi lebih transparan dan adil, sehingga 
dapat memberikan manfaat maksimal bagi 
masyarakat. 
Tantangan dalam Implementasi Hukum 
Administrasi 

Implementasi hukum administrasi 
menghadapi tantangan yang dapat 
menghambat efektivitasnya dan pencapaian 
tujuan yang diharapkan. Salah satu tantangan 
utama adalah kurangnya pemahaman yang 
memadai tentang hukum administrasi di 
kalangan pejabat publik. Kekurangan ini 
menyebabkan penerapan hukum yang tidak 
konsisten dan ketidakpatuhan terhadap 
regulasi, yang pada akhirnya merusak 
supremasi hukum dalam administrasi publik 
(Zhou et al., 2019). Misalnya, fragmentasi 
regulasi dalam pengawasan kesehatan 
mencerminkan kurangnya pelatihan dan 
pemahaman di antara badan pengatur, yang 
memperumit penegakan hukum dan 
mengurangi akuntabilitas (Zhou et al., 2019). 

Korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan 
juga menjadi hambatan serius dalam 
implementasi hukum administrasi. Ketika 
pejabat publik menyalahgunakan 

wewenangnya, hal ini mengikis kepercayaan 
publik dan melemahkan legitimasi 
administrasi (Hoeft et al., 2019). Fülöp (2023) 
menyoroti bahwa korupsi dalam praktik 
administrasi sering menciptakan budaya 
perilaku tidak etis, yang semakin menyulitkan 
penegakan hukum administrasi (Riyadi, 
2023).  

Selain itu, kepatuhan terhadap putusan 
pengadilan sering terganggu oleh campur 
tangan politik dan kurangnya independensi 
lembaga peradilan, yang mengurangi otoritas 
hukum administrasi dan memperkuat siklus 
ketidakpatuhan (Baranyanan, 2024). Oleh 
karena itu, diperlukan mekanisme yang kuat 
untuk memastikan akuntabilitas dan 
transparansi guna mencegah korupsi dan 
meningkatkan akuntabilitas publik (Olu-
Adeyemi & Obamuyi, 2010). 
Rekomendasi untuk Perbaikan 

Berdasarkan hasil penelitian ini, beberapa 
rekomendasi untuk perbaikan mencakup 
peningkatan pelatihan dan pendidikan bagi 
pejabat publik mengenai hukum administrasi, 
penguatan mekanisme pengawasan dan 
penegakan hukum, serta penggunaan 
teknologi informasi untuk meningkatkan 
transparansi dan efisiensi administrasi publik. 
Reformasi hukum administrasi yang berfokus 
pada peningkatan akuntabilitas dan 
transparansi sangat penting untuk mencapai 
tujuan administrasi publik yang lebih luas. 
Pendidikan dan pelatihan berkelanjutan bagi 
pejabat publik akan memastikan pemahaman 
yang baik tentang hukum administrasi dan 
prinsip-prinsip administrasi publik, yang pada 
akhirnya akan meningkatkan kualitas tata 
kelola pemerintahan dan kepercayaan publik. 
 
4. Kesimpulan 

Penelitian ini menekankan pentingnya 
menyelaraskan hukum administrasi dengan 
administrasi publik untuk meningkatkan 
efektivitas tata kelola pemerintahan dan 
kepercayaan publik. Temuan penelitian 
menunjukkan bahwa reformasi hukum yang 
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mendorong akuntabilitas dan transparansi, 
serta pendidikan berkelanjutan bagi pejabat 
publik, sangat penting untuk mempertahankan 
keselarasan ini. Penerapan hukum 
administrasi yang tepat dapat meningkatkan 
transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas 
administrasi publik, serta memperkuat 
kepercayaan publik terhadap pemerintah. 
Penelitian ini juga merekomendasikan agar 
penelitian masa depan mengeksplorasi 
penerapan rekomendasi ini dalam berbagai 
konteks untuk lebih memvalidasi 
efektivitasnya. Dengan mengatasi area ini, 
pemerintah dapat meningkatkan praktik 
administrasinya, yang pada akhirnya akan 
meningkatkan kualitas pelayanan dan 
kepercayaan publik. 
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